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PLEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAI RABUPATEN GOWA
NOMOR 34 TAHUN 2001

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTURAN BADAN PERWAKILAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATL GOWA

Menimbang © a balnva untak mawujudkin kehidupan demokrasi atas dosar kerakyatan yang
ebijaksanaan dalun permusyawaratun Perwakilan

dipimpin oleh hikmat k
perlu dibertuk Badan Perwakilan

gebugai pencerminan kedaulatan rakyat, maka

Desa
b, babwa untuk maksad tersebut di atas, maka perlu diatur dajam Peraturan Dacrah

Undang-{ndang Nomor 29 Tuhun 1959 tenlang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkal T dli Sulawesi selatan (Lembaran Negary RI Tauhun 1959, Nomor 74

Tambahan Lembaran Negara PRI Nomor 1822);
Taun 1999 fentang  Pemerintahan Daerah

—

Mengingat

2 Undang-Undang  Nomor 22
(Lembaran Megara RI Talun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negura RL
Nowmor 3839); ‘

3 Undang-Undang Nomor 25 ‘Caln 1999 entang Perimbungan Keuagan Anlara

Pemerintah Dusat dan Daerah (Lembaran Negara I Tahun 1999 Nomor 72
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3 848);

4 Teraturan Pemerintah Nowmor 25 Tahun 2000 tantang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Duerah Otonon, Lembaran Negara RI
Nomor 54, Tanbalian Lembaran Negara RT Nomor 3952);

s, Keputsan Presiden Nomor 44 Tghun 1999 tentang Teknis Peuyusunan
Peratiran Perundang-undangan  dan  Beutuk  Rancangan Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Pemerintuh dan Rancangan Keputusan Presiden, Lembaran

e o A Py AT e TR
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6. Peratran Menteri Dalwn Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabuta
Beberapa Peratwran Afenteri Dalam Negeri, Keputusan Meuteri Dalam Negeri
dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 5 Talwmn 1979 tentang Pemerintalian Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk

Peluksanuan  dan Penyesuaian Peristilaian Dalam  Penyelenggaraan
Pomerintaliu Desw/Ke lurahian |

& Keputusin Mewtere Dalan Negeri Nowor 64 Tahun 1999 tentang 'edoman
Ui Pengaturan Menvareni Desag

oo papensnn Aleeian Daliun Negeri Nowor 21 Tawn 2001 fentung Telumik
Penyuzurzn dan Mater Muatan Procuk-Prokdul: Hukum Dacrah;

10. Feputiszur Meateri Dalam Negeri Nomar 22 Tahun 2001 tentang Bentuk
. Produk-Produk Tekum Daeral; .

L1, Keputusan Monteri Dalam Negert Nomor 23_Talum 2001 tentang Prosedur
Penyvusuan Produk I Tukumn Daerali

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran

Daerah dan Berita Daerah,

Dengan persctujun
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
MEMUTUSKEAN:
Menzlapkan CPERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUNAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB |

NETENTUAN UMUNM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengun :
2 Daerah adaluh Kabupaten Gowa
b, Pemerintal Daerah adalah Pemerintah Dasrah Kabupaten Gowa

Kepala Daerah adulah Bupati Gowa;

(]

d. Desaatau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat
e. hulum vang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus lepentingan masyarakat
setempat  berdasarkan  asal-usul, adat istiadal  setempal  yang diakui di dalam sistem

petnerintaan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
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f  Kawasan Pedesaan adalah lkawasan yang mempunyai kegialan uluma pertanian, termasuk
pengelolawn sumber dayn alam, dengan suswian fingsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan
sosial fungs: kegiatan ekonomi |

g Pemerintahan Desa adalah kegiatun pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Perwakilan Desa ;

h, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

i, Badan Perwakilan Desa yang sehujuinya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri
atas Peruka-pemuka masyarakat yang berfungst mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan
Desa, menampung dan menyalurkun aspirasi masyarakat serta melakugan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintabian Desa

j- Kalangan Agama adalah Kesatnan masyarakat terlentu yang melaksanukan perbuatan-perbnatan

yang Lezine ditusut atan diladbadan sejake dalo kalia secara turun tennru, menwut Agama;

Ralangan Adat adalah Fesatuar masyarakat tedtentu yang meluksanakan perbuatan-perbuatan

yang lazion ditunt ataun dilakukin sejak dabalu kala secara wacun temnean ;

Falangan Organisisi St Politk adalah Sesatuan wasyawrakat terten'y yang lersusui dengan

battle dan tevaur dalan suatn perkwupulan berdassarkaun jenis kegiatan dan pembagian fungsional

untuk menyelesaikan kewaiiban bersama serta berbagai masalal yang tejadi dalam masyarakal;

m. Kalangan Golongan Protesi adalal kesatuan niasyarakat (ertentu yang tersusun dengan baik dan

tecalur dalam suaty perkumpulan berdasarkan jenis kegialan dan penbagian fungsional untuk

menyelesaikin kewsjibanova menwut bidang pekerjam vng dilandasi pendidikan keahlian,
keterampialan atau kejunia terteutu ;

Ralangan unsur pemuka nasyarakat adalab kalangan pimpinan / tokoh dari unsur masyarakat

tertentu yang baik dan dupat dijadikan contoh serta diteladui sifat-sifa, baiknya.
BAB I]:
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSY, DAN WEWENANG
Bagian Pertina
Kedudukan
Pasal 2

(L) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan walana wntuk melaksankan demokrasi berdasarkan.
Puncasila ;

(2) BPD berkedudukan sejajur dan menjadi mitra dari Pemerintal Desa,
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Bagian Fedua
Tugas, Fungsi, dan Wewenang
Pasal 3
Tugas Badan Perwakilan Desa

BPD mewmpunyin ugas dan wewening mengayomi, legislust, mengawisi dun menpuing aspirast

b ssamesslas
uma_\:.u:.u.'cu.

Pasal 4
Fungsi Badan Perwalilan Desa

(1) Untuk menggerakian mgas sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 3, BPD mempunyai fingsi
(1) Pengayoman yailn  menjagn dan wemelilora kelestuian adat-istiadal yang hidup dan
berkembang di Desiyang bersangkutan sepanjang memmjang kelungsungan pembangunan |
(1) Penvelenggaraam legislas vaitu menwnuskaun dan menetapkan Peraturan Desa bersami-sa
dengan Pemerintah Desa
(¢) Pengawuswn  vaile  meliputi pengawasan  terhadup  pelaksanaan  Peraturan Desz,
Angearan Pendapatan dan Belunja Desa serta Keputusan Kepala Desa ; l
{d) Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada pejabat atan instansi
yang benwvenang:
(2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagainana dimaksud ayat (1) dalam pagal ini, ditetapkan dalun
peraturan tata tertib BPi).

Bagian Ketiga
Iak - Takk BPD.
Pasal §

(1) Untok melakukan wgas, limgst dan wesvenag sebagaimana dimaksud pzda pasal 3 dan 4, BPD
mempuneya lak
A Hak Angenran
b ko mengagukane pertinyizo bigh niasing-nusing nggoty
¢ Halt mamninta keterangan kepuda Kepala Desa
d.  Hak mengudakan perubahan rancangan Peratwan Desa
e Hak mengajukan pernyaasan pendapat ;
. Hak Prakarsa miengenai tancaungan Peraluran Desa

g Iak Penyelidilin.

by
=

sladesanan Lidi-hak sebagsimang dinakssd ayal (1 daban pasal ing dilaksanakon L dasarkan

(2)

trrranieae Uarg Csirbe Tty
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BAB LI
PINMPINAN BPD
Pasal ¢

(1) Pimpivean BPD terdirg dari Ketua dan Wakil Ketua ;
Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalan ayat (1), sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesual

(2)
dengaun juimlad anggot BPDD

(3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipilih dari dan oleh anggota
BPD secara lingsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus ;

(4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh
anggota termnda _

(8) "Tata carn pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkun peraturan tata tertib BI’D.. .

(6) Dalam peluksanaan ugasnya Pimpinan BPD ditetapkan berdaswkan peraturan tata tertib B3PD ;
(7) Sekretarial BPD sebugainina dimaksud ayat (6), dipimpin oleh seorang Sckretaris BPD
dibantu olel staf” sesuai kebuwhan yang diangkut olel Pemerintah Desa atas  persetujuan BP'D

dan bukan dari Perangkat Desa,

BAB IV

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETATAN
DAN PENIBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Perlauna
Syarat-syarat Anggota
Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adaiah penduduk Desa Warga egara Republik Indonesiu

dengan syaral-syarat;

a. Bertakwa kepada Tuban Yang Maha Esa ;

b.  Setiu dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

¢. Tidak pernah terlibat langsung atan tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila
dan Undang-unding Dasar 1945 seperti G.30 SR dan /£ utau kegiatun organisasi terlarang
Eunnya;

4 Bempendidikan sekurang -korangnya Sekolah Lanjutan Tingkal Pertama dar/atau yang sederajat,
serta dibuktikan dengan ljasah / ST'[B ;

e. Beumur sekurang-kurangnya 25 talun ;

£ Schat jasmani dan rohani ;

Nyvata-nyata tidak tergangey jiwa £ ingatannya ;

rn
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Berkel:man baik, jujur dan adil .
Untuk Pegawai Negeri / Swasta harus mendapat perselujuan tertulis dari atasan / Istanst.

H 1 H H . arelaenrles , « o 1 an
Tidak sedang menjalankan Pidana Penjiva ataw kwrungan berdasarkan Keputusi Pengadilan yang

telah memperoleh keknutin hukwn yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman

pidana sekut wig-kurangiyu 5 (L) tahun.
Bagian Kedua
Jumlah Anggota BPD

Pasal 8

(1) fanlah anggota BPD ditentukiur berdasarkan junlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan

ketentuan :

4. Jumlah pendudik sampai dengan 1500 jiwa = 5 orang anggoly
b, s4d 2000 jivwn = 7 orang anggota

¢, 4/d 2500 jiwa = 9 o wggoli

. s/d 3000 jiwa o L orang angeot,

e Lebili dart 3000 jiwa = 13 orang anggola;

(2). Anggota BPD dipilib dai calon yang diajulin oleh kalangan adal, sgama, organisasi sosial

&

politik, goiongau profisi dan unse penmika masyarikd Lainuya yang memenuhi persyaratan |

Pimpinan dan Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jubatan dengan Kepala Desa day
Peranghat Desa ¢

Bugian Keliga
Panitia Pemililian
Tasal 9

Untuk pelaksanaan pemilihan calon inggota BPD libentuk Panitia Pemilihan oleh Pemerintah
[Jexn

nitis Pemililin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal int keanggotaannya terdiri dari :

=

'okoh Adat ;

b. Tokoh Agamna:

o

Tokoh Organisasi Sosial Polilik ;

d. Tokoh Golongan Profesi ;

e. Tokoh Masyarakal.

Panitia pemililin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mempunyai bugas :
a. Menerima pendafiaran baka) calon ;

b, Melakswian pendaflaran pemilil untuk selanjulnya disalkan olels Ketua Panitia Pemilihan;
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Menzima dan melabukan penelitian administrasi persyratan bakal calon untuk ditetapkan
sebagai calon yang berhak dipilili ;

d. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilil;

. Menctapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pesaililian inggola BPD |

£ Mengyjukan rencana biaya pemilihan;

g Menelapkan hasit Pemilihan ;

h. Membuat berita acara jemilili
Baginn Keempat
Persyaratan Pemilih
Pasal 10

Yang dapat memilih anggota BI'D adaluh penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang :

o Terdaflar sebugai pendudak Desa yang berswighatan secara sl siekurang-karanguya ¢ (enam)
bulin terakhir dengan tidal trputug putus |

b, Sudalt mencapai usia 17 hun ata. telah pernah kawin ;

Tidak dicabut hak pililmya berdasarkan keputvsan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

(<]
b

' . . .
liuswi widp.

Bagran Kelima
Tata Curat Pendafltaran Iernilih
Pacal 11

(1) Pendaftaran pemiiih dilakukan oleh Panitia pemilihan ;
(2) Daftar Pemilil yang sudah ditelupkan oleh Ketua Panitia Pemilihan diumumkan di Papan
pengumusuan yung terbuka sehingga masyarakat mengetahui ;

(3) Dengan alasan apupun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.
Bagian Keenam
Mekauisme Pencalonan dan Pemilihan
Pasal 12

(1) Mekaniswe Pencalonun anggota BP1) sebagai berikul -
(@) Paritia  Pemilihan  memberitalnan kepada masvarakat  secama  terfulis  tentang
kekosongan Keanggolaan BPD, yang selanjutiya menyampaikan persyaratan bakal calon

wgeota BPD.
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ancdead v acda di Des qinusvawarah  untuk selanjulnya
(1) U -unanr Beluatin inasya alal yang ada di Desa Lierusyaware J)

mengajulan bakal calon wggota BPD kepada Punitia Pemiliban, sebaguimana yang
ditentukan pada Pasal 8 ayat (2).
(¢) Panitia Pemiliban cotelah menerima pengajuin bakal calon selunjuinya men rampaikan dallar
isian persyaratan vang harus dilengkapi oleh baka! culon;,
(d) Berkas persywraten vang tolah dipenuli bakal - calon disanpaikan  kembali kepada
Panilia Pemililian
(¢) Panitin Pemililan wengadakan seleksi administatif untuk menefupkan calon yang berhak
dipilih untuk selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat Desa
(1) Yanitia Pemililan menetapkean jadwal pemilili Anggola BPD selanjulnya, anggola
Panitin dupat mengunmmkan serta menyampaikan undangan kepadia masyawiakal,
(2) Pemililiur sanggota BPD dapat diluksanakan dalam suatu rapat pemilihan atan ditempat-tempa
(ertentu vang ditetapkan oleh Panitia
(37 Calon terpilih ditentukan meladui urutan terbanyak perolehan suard sesuai dengan pedomas
jurnlah anggota BPD sebueaimana (ercantum dalam pasal 8 ayat (1),
(4) Hasil Pemililan anggeta BPD digjukan oleh anitia Pemiliban kepada Bupati melalui Camat
untuk mendapat pengesahan;
(S) Ketua dan Wakil Ketua BPO dipilih dari dan oleh anggota
(6) ‘T'ata Tertib BPD disusun elel Kelua dun Auggota BP1

Pasal 13
Masa keanggotaan BPD adalal, § (Lima) tulun dan berakhir berswna-sama pada saal anggota BI'D

yang baru mengucapkan sumpal/jaji.

Pasal 14

(1) Anggota BPD berhenti antar wakiu karena :
a  Meninggal Dunia;
b, Permintaewn sondiri secin tertulis kepada ketua BPD ;
c. Bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan ;
d. Tidak lagi memenuhi syarat - syaal  sebagaimaa  yang dimaksud  dalam  pasal 7
Peraturan Daerah i
e. Dinyatakan melanggar sumpalvjanji sebagai anggota BPD dengar: Keputusan Ketua BPD ;
£ Terkena lwangan ranglap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) Peraturan

Daeruh 1ni.
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2

. . Vo] o syatnva diisl oleh calon
Anggola BPD berhienti antar wakiu sebagaimana dimaksud ayat (1), tempatnya diigi oleh ce

yang mendapat jumlal suara tertinggi ciantara Calon BPD yaug tidak (erpilibh dalam pemiliban

BPD.
Pemberhentian anggots BPD Lerena tiduk lagi memenuli syaral sebagaimana pagal 7 hurf ¢, d
dan e adalah pemberheniian tidak hormat.

BAR Y

KIUANGAN

Pasal 15
Angeoli BPD berhak menerina inng sidang sesuai dengan kemampuan Keuangim esas
Diavar sebueina dinsdeod ayat (1), ditotapkan setap seliap twhun anggaran dalan Auggaran
Uendapatan dan Belanja Desa
Redudulan sewanean BYD diator dalam Peraturan Desa

BAB VI

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 16

Setiap anggota DPD dilarang untux

2. Ranglap Jabatan dalam jabatan Pemerintah Desa yang bersanghkutan.

b, Membovcorku rahasia Negara atau Pemerintah.
c. Lalai dalam melaksanakan zas dan kewajiban sehingga merugikan kepenangan winum dan

atut masywrakat,

a. menyalah gnnakan wewenang sebagai anggota BPD.

2. Melukakan hal-hal yaeg dapat menurunkan masdabat dan kehormatan BPD,

[ Mebabmben tindakan yang dapat merngikan orang L.

2 Menerima hadiah atan pemberian dari geseorang dengan maksud {ertentu atau il'a.limlsmymlg
mengular.

h. I\i-:uga(lukmi persekutuan dengan Kepala Desa dalam menentukan Kebijakan untuk
kepentingan pribadi.

L Mverongrong dan etan mensponsori masyarakal unwk berbuat serta merongrong wibawa

Pemermtah i
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RAR VI
TINDAKAN PENYIDIKAN TERIHADAP
ANGGOTA BrD
Pasal 17

(1) ‘Tindakan penyidikan terhadap anggola BPD, dilaksanukan selelah adanya persetujuan Lertuli
dari Bupati ;

(2) Hal - hal yang dikecualikan diri ketentuan sebagaimuna dimabsud pada ayat (1) yaitu

(3) ‘Tertangkap tangan melakukn tinduk pidana / kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara

{Lima) tahun atau lebih.
(#) Huasil penyidikan sebagainina dimuksud pada ayal (1) das (2) pasal ini, dilaporkan kepads

Bupatt selambat-lambatiya 2 X 24 Jam,

BADB VIII

TATA TERTIB

Pasal 18

Peraturan ftata tertib BPD ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat BPD dalam bentuk

Keputusan BPD dengan berp2doman kepada ketentuan peraturan perund:ung-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan Lerlukanya Perataran Dacrah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan

Daerali ini dinyatikan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diator dalam Peraturan Daerali ini, sepanjang (eknis pelaksanaannya diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
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Pasal 21

Persdean Dacray ing windai Lerlaku pada tanggal clinmdanglzin.

Agar seling o dapat mengatilntinya. mererintikan pengundanga Peraturin Dawe

pe

Uiundargdau di Sunggunnmaza
Pada tinggal. 3 Jansat 20070

SEIRETARIS DARRA ll\'.-\lltil".-\'l'l".f\' GOWA
' I

DRS. H. A. SULHAM HASAN, Msi
PANGKAT . PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 580008417

aerpataan datan Lol Dacral Eabupaten Goswa,

radi i dengan

Digahkan di Sungguminasy
Pacla tanggal, 31 Desember 2001

BUPATL GOWA,

CAP/TTD

. SVAHTRUL YASINLIMPO, H5HLAE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TATIUN 2001 NOMOR 34
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